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PENDAHULUAN 


A. Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 merupakan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025 periode ke III. Namun demikian penyusunan RKPD ini tetap mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015 karena untuk RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2015 pada proses penyusunan. RKPD Tahun 2016 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu. Penyusunan RKPD tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Selanjutnya untuk mengakselerasi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, maka penyusunan RKPD tahun 2016 dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan  RPJMD Tahun 2011-2015. RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2016 yang berisi tujuan, sasaran, prioritas,program dan kegiatan adalah hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten. 
Dengan demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara bottom up yang dipaduserasikan dengan program an kegiatan yang direncanakan SKPD yang bersifat top down yang diselaraskan dengan program dan kegiatan dalam RPJPD 2005 – 2025 periode ke III. Berdasarkan hasil pemaduserasian, kondisi riil dan dinamika perkembangan masyarakat tahun 2016, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi sebagai berikut :
1. Peningkatan Kulitas SDM Masyarakat
2. Penyediaan Infrastruktur Publik yang memadai
3. Peningkatan Perekonomian Rakyat dan Iklim Investasi
4. Peningkatan Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan 
5. Revilitasasi bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
6. Perwujudan Pemerintahan yang Good Governance
7. Optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA)
B. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 ini adalah:
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Nomor 517);
19. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025 

C. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan penjabaran RPJPD Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara kebutuhan dan kondisi daerah tanpa mengesampingkan perencanaan tingkat Pusat dan dokumen perencanaan tingkat Provinsi sehingga terjadi konsistensi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

D. Maksud dan Tujuan 
1. Maksud
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk :
a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. 
b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016. 




2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

E. Sistematika RKPD
Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
	
	BAB I
	PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

	BAB II
	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD selama ini serta permasalahan-permasalahan dalam pembangunan selama ini.

	BAB III
	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Babinimen jelaskan mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Lebong.

	BAB IV
	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.

	BAB V
	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Lebong untuk Tahun Anggaran 2016.



	BAB VI
	PENUTUP 	
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
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